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WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR & TAHUN 2021

TENTANG

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan
penerimaan Pajak Daerah perlu  penguatan atas
pengawasan Pajak Daerah;

b. bahwa salah satu upaya penguatan pengawasan pajak
daerah adalah dengan melakukan Perekaman Data
Transaksi usaha pada wajib pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wahkota tentang Perekaman Data Transaksi
Usaha pada Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir 1 Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara MNegara vang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
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{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 188);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan
Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan RKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pembenan dan Pemanfaatan Insentif
Penungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
Peraturan Daerah Kota Bima Nomeor 17 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bima
{Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 112);
Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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(Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Bima Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor
60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Berita Daerah Kota Bima
Tahun 2019 Nomor 480);

Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak
Restoran (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor
335);

Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Hotel
(Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 336);
Peraturan Walikota Bima Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak
Hiburan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 MNomor
337);

Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2018 tentang
atandar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Parkir
(Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 443);

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEREKAMAN DATA
TRANSAKSI USAHA PADA WAJIE PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DI KOTA

BiMA,



BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Bima.

2.  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyvelenggara
pemerintahan daerah yvang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom,

3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Pajak Daerah adalah semua jenis pajak yvang dipungut oleh Pemerintah
Daerah, menurut Undang-undang dan peraturan daerah.

5. Pajak Festoran adalah pajak atas Pelayanan Restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, café, bar, jasa boga dan sejenisnya.

7. Pengusaha  Restoran adalah Perorangan atau badan vang
menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanva sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain vang menjadi tanggungannya.

8. Pajak Hotel adalah pajak atas Pelayanan Hotel.

9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnva dengan dipungut bayaran, vang mencakup juga
motel, losmen, gubuk parwisata, wisma penstirahatan, pesanggerahan,
rumah penginapan, apartemen, kondominium dan sejenisnya, serta
rumah kos yvang menyediakan.

10. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau badan vang menyelenggarakan
usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya.

11. Pajak Hiburan adalah pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.

12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

13. Pengusaha Hiburan adalah orang pribadi atau badan vang melakukan
usaha di hidang Hiburan.

14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.

15. Pajak Parkir adalah pajak atas penvelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik vang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
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maupun vang disediakan sehagal suatl usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pengusaha Pajak Parkir adalah badan yang menyelenggarakan usaha
parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannva.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal vang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yvang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, konpgsi, koperasi, dana pension,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya.

Masa Pajak adalah jangka waktu vang lamanva sama dengan 1 (satu)
bulan kalender atau jangka waktu lain vang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu) tahun kalender
kecuali mla Wajib Pajak menggunakan buku vang tidak sama dengan
tahun takwim.

Pajak yang terutang adalah Pajak vang harus dibavar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak
menurut ketentuan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, vang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bima.

Bendahara Penerimaan, yvang disingkat BP adalah bendahara khusus
penerima pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yvang
ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembavaran pajak vang disetor
oleh wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pejabat adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah sesuai peraturan Perundang-undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertangpung
jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuh kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan Perundang-
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Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan
pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penyitaan adalah tindakan jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi
utang pajak menurut peraturan Perundang-undangan.

Utang Pajak adalah pajak vang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketetuan
peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah
surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau mempenngatkan
kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak vang
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuhtempo pembayaran vang meliput seluruh utang
pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Pembayvaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima
atas pelavanan sebagal pembayaran yvang dilakukan oleh pengunjung
kepada restoran.

Jumlah pembavaran wang seharusnya diterima adalah harga jual
makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yvang
diberikan secara cuma-cuma.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, vang selanjutnyva disingkat SPTPD
adalah surat yvang oleh Wanpb Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak danj/atau bukan
objek Pajak., dan/atau harta dan kewajiban sesual dengan ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak vang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran vang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah, vang dapat disingkat 3KFD adalah Surat
Ketetapan yvang menentukan besarnya jumlah pajak vang terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat 5TPD, adalah
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atay sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan menegakkan pelaksanaan ketentuan
peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Tim Pengawas adalah tim yang mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dalam pemenuban kewajiban perpajakan daerah.

Berita Acara hasil Pengawasan adalah kumpulan pernyataan Wajib Pajak
atan Penanggung Pajak vang menenma dan atau menolak seluruh
prosedur Pengawasan.

Pemeriksaan  adalah seranghkaian kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnva guna
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan untuk
tujuan lain  dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

Tim Pemeriksa adalah vyang mempunvai tugas melaksanakan
pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah kumpulan pernyataan wajib pajak
atau penanggung pajak yang menerima dan atau menolak seluruh
prosedur pemeriksaan.

Pemerikzaan khusus adalah pemeriksaan ditempat uasaha maupun
kantor wajib pajak atau penanggung Pajak vang meliputi seluruh jems
pajak untuk tahun yvang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang
dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim
digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari
Keadilan terhadap sengketa pajak.

Surat Perintah Pemeriksaan vang selanjutnyva disingkat SP2 adalah Surat
Perintah vang diberikan kepada petugas pemeriksa untuk melaksanakan

tugas pemeriksaan.
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47. Laporan Hageil Pemeriksaan yang selanjutnyva disingkat LHP adalah
laporan yang dibuat oleh petugas pemeriksa sebagai hasil dari
pemernksaan vang dilakukan.

BAB 11
PEREKAMAN DATA TRANSAKS] USAHA
Bagian Kesatu
Data Transaksi Usaha

Pasal 2

(1) Dalam rangka mengawasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak,
Walikota atau pejabat yvang ditunjuk dalam hal ini kepala badan
berwenang mengetahui data transaksi usaha vang dimiliki oleh Wajib
Pajak.

(2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data
transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

(3} Data transaksi usaha vang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan
oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib Pajak atas pelayanan di
hotel, di restoran, ditempat hiburan dan tempat penyvelenggaraan parkir
di luar badan jalan.

{4} Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. pajak hotel, vaitu :
1. pembayaran sewa kamar [room chargej;
2. pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
3. pembayaran jasa penunjang untuk:
a) laundry/ pelayanan cuci dan seterika;
b} telepon, faksimili, internet. teleks dan fotokopi;
¢) trangportasi vang dikelola hotel atau yvang di kejjasamakan oleh
hotel dengan pihak lain; dan/atau
d} pembayaran service charge.
4, pembayvaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga vang
dizediakan hotel,;
banguet, berupa
al persewaan ruang rapat; dan/atau

':.'.H

b} ruang pertemuan.
b, potongan harga / voucher [ diskon [/ promo yang diberikan
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kepada penerima jasa hotel,

b. pajak restoran, yaitu :

1.

pembayaran makanan dan minuman vang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat
lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan
lain yang dibungkus / dikotak [/ dipaket / dibawa pulang atau
dikirimkan langsung melalui jasa pengiriman;

pembayaran pemakaian ruang rapat atau pertemuan pada
restoran;,

3. pembayaran serice charge;

4. potongan harga / wvoucher / diskon / promo vang diberikan

e

kepada penerima jasa restoran.

. pajak hiburan, vaitu :

pembayaran sewa ruangan;

harga tanda masuk/karcis/tiket masuk, dan sejenisnva;
membership [kartu anggota, dan sejenisnya;

pembayaran makanan dan minuman (food and beverage|;
pembayaran sewa meja (Karacke), sewa permainan, sewa kartu
(Bilvard, Bowling, Ketangkasan|, teraphis charge, cover charge,
member charge (Panti pijat dan lain-lain);

6. pembayaran service charge,

. potongan harga / woucher / diskon / promo vang diberikan

kepada penerima jasa hiburan

. pajak parkir, yaitu :
1.
2.
=

tiket masuk / karcis / smart card pada pintu masuk / keluar;
tiket masuk /karcis/smart card melalui aplikasi online:
pembayaran penggunaan satuan ruang / area parkir untuk
pelayvanan vallet; dan

. pembayaran berlangganan dalam bentuk :

4] Sticker,
b} Member Card; dan
c] Smart Card danfatau sejenisnya.



Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Fasal 3

(1] Sistem pengawasan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak dengan
menggunakan SPTPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah dengan menggunakan alat atau sistem perekam data
transaksi usaha.

(2)  Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yvang
dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (3)
dalam masa pajak.

(3] Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud
pada avat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha
Wajib Pajak secara harian dan besarnva pajak terutang.

(4) Apabila sistemn fransaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat atau
sistermn perekam data transaksi usaha merckam:

a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak;
dan

b. penghitungan jumlah pajak vang terutang berdasarkan pemilah
dimaksud.

(5] Apabila sistem transaksi pembavaran vang dimiliki oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem
perekam data transaksi usaha merekam;

a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
b. penghitungan jumlah pajak vang terutang dari pembayaran (omzet)
termasuk pajak tersebut.

(6] Untuk memilah besarnva pajak vang terutang sebagaimana dimaksud
pada avat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5], dilakukan dengan cara mengalikan dasar
pengenaan pajak dengan tarif Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

/ v

Perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Sistem Monitoring Device Berbasis Web

Pasgal 4

{1} Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimonitor oleh Wajib Pajak dan
pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Sistem
Monitoring Dewice Berbasis Web.

(2}  Alat vang dipasang pada usaha Wajib Pajak melalui Sistem Monitoring
Dewvice Berbasis Web sebagaimana dimaksud ayvat (1) dengan
menggunakan alat pemantau dan perekam data transaksi usaha.

(3) Penvajian Sistem Monitoring Device Berbasis Web sebagaimana
dimaksud pada avat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh
Wajib Pajak dan Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

(4) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PERJANJIAN KER.JA SAMA PELAKSANAAN SISTEM PEREKAMAN DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan data transaksi usaha Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyajian
perekaman data melalui Sistemm Monitoring Device Berbasis Web
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota menunjuk
bank sebagai pelaksana operasional pemasangan dan pemeliharaan
sistem perekaman data transaksi usaha secara ornline,

(2] Pelaksanaan operasional sistem perekaman data transaksi usaha secara
online oleh bank sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan
melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan

/N

dan Aset Daerah.



(3] Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada awat (2), paling
sedikit mengatur;
A. jenis pelavanan,

kewajiban,

jangka waktu kerjasama;

o

= L

pemasangan dan perawatan alar perekam data transaksi usaha;
e. pengakhiran kerjasama;
keadaaan memaksa; dan

g tata cara penvelesaian perselisihan.

.

Bagian Kedua
Penempatan Alat atau Sistem Perekam Data Transalisi Usaha Melalu Sistem
Monitoring Dewice Berbazis Web

Pasal 6

(1] Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayvat (2), bank menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi
usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dan menyediakan Sistem Monitoring Device Berbasis
Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2] Penempatan alat atau  sistem  perekam data transaksi usaha
sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan oleh bank dengan
didampingi petugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Bima.

i3) Biava pengadaan dan/atau perawatan alat atau sistem perekam data
transaksi wusaha dan Sistem Monitoring Dewvice Berbasis Web
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Bank.

BAB IV
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembavaran Pajak

Pasal 7

(1} Pembavaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pagjak
Parkir terutang dilakukan melalu: transfer secara langsung ke rekening
Kas Daerah dan/atau melalui petugas pajak pada kantor Badan

g1,



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bima
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.

(2] Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada avat
(1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayvat (2).

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 8

(1]  Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dilaksanakan dengan
mengegunakan SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15
bulan berikutnya.

{2]  Apabila penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat {1) jatuh
pada hari libur, penvampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja
setelah hari libur.

(3] Penyampaian SPTPD dilakukan oleh Wajib Pajak.

(4]  Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu pelaporan tidak melaksanakan
pelaporan pajak terutang, maka untuk pajak terutang akan ditetapkan
secara jabatan.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/omzet yang menjadi dasar
perhitungan besaran pajak dengan SPTPD maupun dengan laporan data
transaski usaha vang dimiliki sendiri oleh Wajib Pajak, BKD melakukan
pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak wang
bersangkutan.

6) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (5], Wajib
Pajak menyvampaikan data penjualan/omezet vang sebenarnva dengan
bukti atau data pendukung vang dituangkan dalam Surat Pernvataan
Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak.

(7]  Format Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/Omzet Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Walikota ini

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1] Dalam pelaksanaan sistern perekaman data transaksi usaha melalui

Rl



Sistem Monitoring Device Berbasis Web, Wajib Pajak wajib untuk:

a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, svatem informasi data
transaksi, jumlah perangkat dan system, serta informasi lain yang
terkait dengan proses pemasangan alat perkam data transaksi usaha
secara online yang dimiliki wajib pajak;

b. memasukkan /menginput data setiap transaksi pembayaran yang
sebenarmya dar konsumen/subjek pajak sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yvang berlaku;

¢. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data
transaksi usaha yang ditempatkan di usaha wajib pajak;

d. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (Bdl), harga tanda
masuk/tiket/karcie untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
dan

e. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang
mengalami kerusakan pada saat terjadinya kerusakan pada BFKAD
dalam jangka waktu paling lama 1x24 {satu kali dua puluh empat| jam.

(2) Wajib Pajak berhak:

a. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyvampaikan lampiran
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-
undangan, antara lain:

1. laporan penerimaan bulanan; dan
2, rekapitulasi bon penjualan, harga tanda masuk / tiket [ karcis;
b. memperoleh fasilitas Sistem Monitoring Device Berbasis Web; dan
c. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.
(3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajiby.

a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;

b. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang
perpajakan, apabila wajib pajak melakukan kerusakan alat atau
sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya
sistem perekaman data transaksi secara onling; dan

c. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada database pajak
untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima} tahun.

{4] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berhak:

a. mendapatkan rekapitulasi data wajib pajak yang melakukan sistem

perekaman data transaksi usaha secara enline dari bank;

b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayvaran pajak untuk

J A



maging-masing jenis pajak dar Wajnb Pajak;

c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-
masing wajib pajak per jenis pajak; dan

d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yvang terutang melalui
Sistem Monitoring Device Berbasis Web dan bank.

Pasal 10

(1} Semua Wajib Pajak wajib mengikuti dan mendukung program sistem
perckaman data transaksi usaha secara online.

(2} Wajib Pajak harus bersedia untuk ditempatkan alat atau sistem
perekaman data transaksi usaha pada tempat wusaha miliknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
SANKSI
Pasal 11

(1} Setiap Wajib Pajak vang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan
sanksi berupa :

a, Sanksi administratif; dan/atau
b. Sanksi pidana

(2) BPKAD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai
dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hard
kalender.

(3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu
permberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) bhari kerja berikutnya.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memindaklanjuti teguran dimaksud pada
ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi antara BPKAD bersama Organisaso Perangkat
Daerah terkait;

b. Berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka BPKAD bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait
melakukan tindakan berupa
1] Penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
2] Penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

(5] Sanksi pidana vang diberikan kepada Wajib Pajak sebagimana dimaksud
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(1)

(2)

pada ayat (1) huruf b dan tindakan pencabutan sesual peraturan
perundang-undangan.

Fasal 12

Terhadap Wajib Pajak vang menolak untuk dipasang dan diterapkan
sistem perekaman data transaksi usaha secara online, akan dikenakan
sanksi dengan tahapan sebagai berikut :

d. Wajib Pajak yvang menclak dilakukannya pemasangan dan pemakaian

jaringan, perangkat dan sistem informasi untuk penerapan sistem
perekam data transaksi usaha secara online vang menghubungkan
perangkat ditempat wusahanva wajib mebuat Surat Pernyataan
Menolak pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekam data
transaksi usaha secara online yang ditandatangani oleh Wajib Pajak
diatas materai.

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan
sebagaiamana dimaksud pada huruf a, maka surat pernyvataan
tersebut ditandatangani oleh Tim Pemasangan vang ditunjuk oleh
Kepala BFKAD dengan memberikan keterangan bahwa Wajib Pajak
vang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernvataan
Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian sistem perekaman data
transaksi usaha secara online.

Wajib Pajak vang setuju dilakukannva pemasangan dan pemakaian
jaringan, perangkat dan sistem informasi untuk penerapan sistem
perekam data transaksi usaha secara online yang menghubungkan
perangkat ditempat usahanya wajib mebuat Surat Pernyvataan
Persetujuan pemasangan dan/atau Pemakaian sistemn perekam data
transaksi usaha secara online yvang ditandatangani oleh Wajib Pajak
diatas materai.

Format Surat Pernvataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian
gistemn perekaman data transaksi usaha secara online sebagaimana
dimaksud pada huruf a,b dan c tercantum dalam lampiran II, [l dan
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.

Terhadap Wajib Pajak vang sudah terpasang alat atau sistemn perekam
data transaksi usaha namun dalam waktu 7 (tujuh) harl belum
terintegrasi dengan sistemn yang dimiliki Wajib Pajak karena permintaan
Wajib Pajak, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:

J



a. surat teguran;

b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran Wajib
Pajak masih belum bersedia diintegrasi dengan sistem vang dimiliki
Wajib Pajak, akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha atau
Vang sejenisnya.

{3) Terhadap Wajib Pajak vang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
dapat merusak alat perekam data transaksi usaha atau Wajib Pajak vang
telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem perekaman data
transaksi usaha secara online namun masih menggunakan alat transaksi
lainnya akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi han
itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan
tu.

(4] Terhadap Wajib Pajak vang dengan sengaja mencabut atau melakukan
perbuatan vang menyebabkan tidak terjadinva perekaman data transaksi
usaha akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau vang
sejenisnya sesuai peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 13

(1} Atas dasar Surat Pernyataan Menolak Pemasangan sistem perekam data
rransaksi usaha secara online sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat
(1], maka Tim Pemasangan yvang ditunjuk clek Kepala BPKAD membuat
Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian sistem
perekam data transaksi usaha secara online.

(2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada avat (1), maka
dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal
11 ayat (1) huruf a ataupun dapat langsung diberikan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1] huruf b.

(3] Format Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian sistern
perekam data transaksi usaha secara online sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tercantum dalam Lampiran IV yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku terhadap Wajib Pajak vang akan maupun vang
sudah dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara
anline.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal = Foruaet 2021
r.WALIKDTFL BIMA, 1/

Lt

AMUHAMMAD LUTFI
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2 jebomrr 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHT.
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR = TAHUN 2021

TEMNTANC

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

SURAT PEENY ATA AN

PERBEDAAMN DATA PENIUALANADMEIET WAIE PAJAK
Sava yang bertanda tangan ds bpwah ind
Mamo S e R g S R
Alaina
Mama Usaha'Badan Llsaha
Alaimat saha it
Mamor XPWHD e X e e SN

Dmtgan Al menur’mgkm bakwa Lelak I.r.'a'_lid.'l pnrhﬂhﬂm data P."'mjl.l:ﬂlﬂ.lhrnm.'l:ﬂ anfara s15tom pu|:]1-|:|mn dafa transaksi usaha
sacarn elekiromk vang dipasang oleh Badon Pengelolaan Keuangan dan Asel Daersh (BPFEAD) Keda Bima dengan
SPTPDe-5PTPD vang save asi maupen dengan laporan data ransaksd usaha vang sava milikn demgan rncian sehaga
berifoul

| Sestem Tronsakss Elcktromik BPEALY Ep
2 SPTPDVe-5PFTRD Ry
3 Laporan Dwata Tronsaksi Wagith Pajok B e e T R A

dimana perbedann dats tersebub terpadi akihat
I

.

i st

Bersama ini kami sempaikan informasi'datn pendubkung sebagn borikul

i

2

i st

Berdasarkan hal tersebut di alas, maka dengan i kami sampatkan bahwa dala vang benar/seson data menaensl

| Sistem Transeksi Elckironik BED

| SETPDe-SPTRD

1

| Laporan Dada Transaks: Waph Pajak
[rRre—— Y

Demekian permvalaan ne dibuaat dan dilamiaiangam dengan penub kesadaran dan lanpa paksaan dan pllmh.
manppun, serts kami siap bertanggpung jawab afas segala akibat hukwm vang timbul dosi Surat Pemy aiann i

bela Buma, I
ang Membuai Pemvatoan,

hlnteros K

RS

r. WALIKOTA BIMA, 1/

Loer
rﬂ/

A-MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN I1

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

SURAT PERNY ATAAN MENOLAK FEMASANGAN DANATAL FEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA
TEANSAKS] USAHA SECARA ELEKTROMNIK

Sava yang bertanda tnngan di bawah i

Nama o e T e e
Momoe KT

Alamanl

MNama VsahaHadan Usaba

Aldamol Ussha

Momor WPWED

Sehubungan dengan keginfan pemasangan alat perckam data wansaksi psaha secarn elekironik vang dilakukan
algh Tim Pemasonpan

T, PMasma Pangkatiinl Jabstan
I.
2
da
Berdasarkan  Surmt Tugns MNomar AL T | B G

Dremgan ini meny atakan menolak d.lla.]ml.:}n.ﬁ_;-:.: pemasangan dan/atay p:mu.hun .u.I.t.ﬁmﬁa;m daca transaksi
wssha  secara  elekromk 4 obyek pajak yang kami miliki  dengan  alasan  shb

Demikian pemyatosn ini dibust dan ditanduiangani dengan penuh kesadaran dan fanpa pakssan dani pihak
manapiE, sera kami sisp beranggung jawab atas seeala akibat hukom voang timbual dari Suras Perny ataan ini

koin Bima, il
Yang Membual Pemy ataan,

Materaa HO

Name Sefas

_r.‘b\"ﬁLIKUT.& BIM A, "M

A-MUHAMMAD LUTFI
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LAMPIRAM (I

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR > TAHUN 2021

TENTANG

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA RIMA

SURAT PERNY ATAAM MENOLAK FEMASANGAN DAN/ATAL PEMAKAIAN ALAT PEREEAM DATA

TRAMSAKS! USAHA SECARA ELEKTRONIK
frapreritia Wegdh Pial menolal merordaarge Sural Porayvarsim)

Kami vong benanda fangan di bawash imi selaku Tim Pemasangan Alal Percknm Data Transaks: Usaba Secarn
Elekironik berdasarkan Surat Tugas Momor o, o BT denpnn
Sava vang benmnda tasgan dibawah ini :

Bnma

Mamor KTF @000 i

Adamit

Mama | !'saha/Badan Usaha [ e R S L S e
Alnmat aha e e A P s
Momar WMVPD

henolak dilakukanny s pemasangan dan/aixe pemakaion alat perckam data transaks: usaha secora elekronik di abjek
prajak yang bersanpgh wim dengan alazan B reiimen

Wagit Paguk yang namanya tercantim dintas jupa menolak uniuk mennndaiangani Surar Pernyataan Menolak Pemazmngon
dan/atan Pemoknwan Alst Perckai Data Transaksi Lsahn

emikian Surnt Pernyataan ind dibual dap citmdadangani untuk dapst dipergunakan sehapal mana
mestny

Kotn Bima, n
Yang Membuat Permeataan,

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELETRONIE

Mo, Nama Panglat/Col Jabatan Tandmangzan

r,_,“'ﬁLlK[}TA BIMA, /
[t

AAMUHAMMAD LUTFI
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LAMPIRAN 1V

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEREKAMAN DATA TRANSAKS]
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR DI KOTA BIMA

BERITA AUARA PENOLAKAN PEMASANGAN DANATAL PEMAKAIAN ALAT PERERAM DATA
TRANSAKS] USAHA SECARA ELEKTROMIK

Pada ham ini tangeal A R bulen .., tabum .. .. herdasarkan Surm
Fujrss Momor oo Tangga .. oo maka kami 'umg_ I:mﬂhul di bavwah im
selaku Tim Pemasangan Alst Perekam Data Transaksi Usaba sccara Elekironik vang ditugaskan untuk  melakukan
pemasangan  alal  perckam data transaksi usaha secara elekironik di chjck pajak

Beama Usaha/Badan Lisako
MPWPD
Alnmat sshn

Yang sehubungan dengan kogioten pemasangan ferschot, Wajib Pajok yvang dalam had ini bertindak aiaz nama
pemilikikuaza dengan daia sebagai beriky

Mamn

Jahatom

Womar ETP

Alnma

Telah menolak dilakukannya pomasangan danfstau pemakaipn alol perchom data transakss secara elekironik di obyek
pajak sehapainmana ereantom ds atas sesuai dengan Surat Periyataan Menolak Peminsongan danatas Pemokaian Alal

Perckam Daia Transaksi Usaha Secara Elekironik vang ditandsianpani oleh Waeb Payak Tim Pemasanagan Alal
Perckam Daia Transaksi Usaha Secars Elekronik

Dermkian Benin Acarn Penolakan Pemasangan Alsi Perckam Data Transaks: Usaha Secara Elekiromik ind
dibuat dengan sehaenar-benarmy o untuk dopai diporgunakan schagaimana mestimy g

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Tim Pemnsangn Alot Percham Data Menpetahi
Tremzsksi Usaka Secarm Elekirong Ecpala BPEALD
Kola Bima
B b | {Tud}
Pangkal™1*
{Ted)
2 e wetd 1 |
Pangka/™MIP IR,

'ALIKOTA BIMA, /

I~

A-MUHAMMAD LUTF]
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LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR & TAHUN 2021
TENTANG

FEREERKARMAN [DATA TRANSAKS]
USAHA PADA WAJIB PAJAK HOTEL,

PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBL/RAN
DAN PAJAK PARKIE 1M KOTA BIMA

SURAT PERNYATAAN PERSETLIJUAN PEMASANGAN DAN/ATAL PEMAKAIAN ALAT FERERAM DATA
TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Saya vane herlanda tangon di bawah iny

Man e B A b b o i

Nomor KTF ARy i A -
Alamal : b, 21 A Pt s

Mama LisahaMadon §zaha

Alsmat |lsitha

Moma HFWPD

Schubungan dengen kegipion pemasangan alad perckam datp fransaksi ssaba secam clekironik vang dilak ukan olch
Tim Pemasangan

|
Ma | Faman Pasipkat/ Ceal I Jsbatan
I
2
et
Berdasarkan Sweral Tugas Nomor .. Toenggal .........-

Dengan in menvaiakon seheju d.[ul.ub.a.nrr,ta pmumgan daniataun ptrnuJ-:l::u:l alat pm:l-'.um data transaks: usaha
secara clektronik di objek pajak vang kami mifiki

Demikian permyataan i dibuar dan dilandatangan: dengan penuh kesadoran dan 1anpo paksann doan pohak
manapun. serta kams sisp berfangeone jawab ates segala skabat huk em yvang imbul dan Swurat Pernvataan ini

kita Bima, plk]
Yang Memboar Peryataan,

hmieTor EK

Woama Selas .

r)'r’.-*.l.IH.ITFA BiMaA, 4//
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